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PEDOMAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK KALURAHAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH ARGODADI,

a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan
sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan
pengawasan publik dalam proses penyelengga- raan
pemerintahan Kalurahan;

b. bahwa perlunya pedoman untuk dijadikan acuan
Pemerintah Kalurahan dalam memberi- kan layanan
informasi publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pedoman
Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan di
Lingkungan Pemerintah Kalurahan Argodadi.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) .
sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas UnLK.dang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang
1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
59);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 19;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018
tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1899);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 119);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 129);



12, Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 202‘0
tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2020 Nomor 121);

13. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 4 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan Argodadi, (Lembaran
Kalurahan Argodadi Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN ARGODADI

Dengan
LURAH ARGODADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEDOMAN

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK KALURAHAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,

dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang

tentang Keterbukaan Informasi Publik serta infomasi lain yang berkaitan

dengan kepentingan public.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan

lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan

masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentas;j Kalurahan yang
selanjutnya  disingkat PPID  Kalurahan adalah  pejabat yang
bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,

dan/atau layanan informasi di badan publik dalam lingkup Pemerintahan
Kalurahan.

Tim Pertimbangan PPID Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim
Pertimbangan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kalurahan, PPID Utama
Kabupaten, dan Panewu.

Komisi Informasi Provinsi adalah Komisj Informasi Daerah, Daerah Istimewa
Yogyakarta.



9.

Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan
beberapa pedukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan
harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
Kalurahan adalah Kalurahan Argodadi.

Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

10. Lurah adalah Lurah Argodadi.
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Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman
kepada Pemerintah Kalurahan dalam memahami pentingnya Keterbukaan
Informasi Publik, kewajiban sebagai badan publik serta membentuk PPID
Kalurahan.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini yaitu untuk :

a. mendapatkan kemudahan dalam mengimplementasikan
penyelenggaraan layanan informasi publik sehingga hak masyarakat untuk
mengetahui dan mengakses informasi publik dapat terwujud dan
berdampak pada meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam
membangun Kalurahan;

b. meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi publik Kalurahan;

c. mewujudkan pengelolaan dan layanan informasi publik Kalurahan
agar lebih berkualitas melalui informasi yang akurat;

d. mewujudkan clean government dan transparansi informasi; dan

e. membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan.

BAB II
PPID KALURAHAN

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 3

Struktur Organisasi PPID Kalurahan terdiri dari:
Tim Pertimbangan;

Atasan PPID Kalurahan;

PPID Kalurahan;

Bidang Layanan Informasi;

Bidang Dokumentasi dan Arsip;

Bidang Website Kalurahan; dan

. Bidang Penyelesaian Sengketa dan Aduan.
Pembina PPID Kalurahan dijabat oleh Bupati.
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3) Atasan pejabat PPID Kalurahan dijabat oleh Lurah.

4)

Pembentukan PPID Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.






